BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun tahapan eksekusi perampasan aset hasil Tindak Pldana Korupsi
yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah melalui tahapan:
penelusuran aset, pembekuan serta pemblokiran aset, tahap penyitaan,
perampasan aset dan yang terakhir tahap pelelangan.

2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi
perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh
Kejaksaan Negeri Padang adalah kendala internal (pemalsuan atas nama
kepemilikan aset, kurangnya fasilitas untuk menemukan aset-aset
terpidana); kendala eksternal (pihak ketiga yang menghambat proses

eksekusi dan pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan

saran:

1. Kepada Pemerintah dan Legislatif, agar segera disahkan RUU Perampasan
aset, supaya pelaksanaannya lebih tegas dan juga diharapkan pemberantasan
tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien.

2. Kepada Kejaksaan, agar pelaksanaan eksekusi perampasan aset dapat
dilakukan lebih efektif lagi, dengan melakukan koordinasi yang baik antar

penegak hukum yang berwenang dan pihak terkait dengan pelaksanaan
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eksekusi perampasan aset sehingga dapat terlaksana dengan maksimal. Dan
perlu pengoptimalan kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi
perampsan aset sehingga hasil korupsi dapat dikembalikan seluruhnya

kepada negara.
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